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BAB. I
PENDAHULTUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bila dilihat perkembangan Bantuan Hukum di negara kita dewasa ini
terlihat adanya suatu perkembangan yang kian meningkat. Dipana kegai -
rahan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terutama bagi
merek; yang tidak mampu,baik dari kalangan profesi maupun kalangan Per
gﬁruan Tinggi. Keadaan yang demikian cukup menggembirakan,lebih lagi
dengan ditetapkannya program Bantuan Fulum kepada mereka vang tidak
mampu ini dalam GBHN sebagai salah satu sektor pembangunan di bidang
hukum. Dalam TAP. MPR NO.IVATPR M1978 secara tegas disebutkan "Membina
penyelenggraan Bantuan Hukum untuk golongan masyarakaf yang tidak mam-
pu,yaitu pada jalur pemerataan keadilan,maka salah satu perujutsnnya
pemerintah telah menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma yang pe-
laksanaannya diserzhkan atau ditunjuk pada Lembaga Bantuan Bukum dan
Bidan cantuan Hukum yang termasuk di dalamnya Biro-biro Bantusn mukum.

Talam pasal 35 sampail dengan 38 "mdang-Undang-Fokok Kehakiman
( UU No.14./1970 " menegaskan adanya hak setian orang yang tersangkut
perkara untuk memperoleh pelayanan hukum . Perkajaan setiap orang me -
nun jukkan suatu sifat yang universal tanpa adanya pembedaan atau disk-
riminasi . Fenu'is tertarik dengan suatu ungkapan yang berbunyi " Si -
kaya dzn jan mempergunakan kayanya dapat dengan mudah memneroleh Bantuan
Hukum dengan membayar seorang Advokat kawakan,si miskin dengan kemiski-
rnannya Xenilangan hak u.tuk mendapat Bantuan Hukum karena tidak terba-
yarnyz heonorarium seorang Advokat.1) -

reruarut hemat penulis kalaulah ungkapan tersebut di atas dibiar -
kan berlarut-laryt maka tidakx ada artinya negars Hukum yang »ada umum
nya pemerintah dan keadilan nada khususnya. XKarena seperti kita ketahu-
i hukum itu pada prinsinnya harus dapat meruvakan alat untuk mencanal
keaailan sosial,dengan demikian hukum itu harus dekat dengan kemiski -

nan ,setab seseoran. miskin dalam harta,kaya dalam keadilam.

1). ABDURHAEMAN ,SH : Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Pidana Baru di Indonesia,Penerbit Alumni Zandung,
tahun 1980, hal 122



Di kodya Padang dan Pengadilan negeri ladang ¥hususnya sucah ber-
jalam program DE.ayanan nemherian Santuszn Hukum ini,terhukti dengan
banyaknya Biro santuan Hukum yang tumbuh baik swastz maupun pemerin

tah,hingga untuk wilayah kota Fzdang yang jumlah venduduknya berkisar
477.064 Jiwa menurut sensus nenduduk 1990.2) ¥eadaan yang demikian si-
dzh dijangkau o:eh hampir lebih kurang 20 paman nama pengacara raik
swasta maupun pemerintah yang telszh mempunyal izin di Fengadilar Ting-
i,

elihat kevada kenvateaan di ztas maka tidak dimungkiri lagi ai
antara menracara -pengacara tersebut tilbul persaingan dalam hal men-
dapatkan klien. Kerena banyak terjadi dalam nrakteknya disamping klien
sendiri yang datang mencari penasehat hukum , juga sebaliknya yang da -
tang dan mempromosikan diri atau lembaganya. Hingga pernzh derjadi di
Pengedilan Nege:i radang sebuah perkara pidana yang pada mulanye se jak
¢iz diberi tahu boleh didampingi oleh seorang penasehat hukum (seick
penangkapan dan penahanan ),kemucdian setelah tiba di Pensadilan sewak-—
tu penetapan o'eh Ketua Penzadilan tegeri Padeng skan dikeluarkan ,
penzschat hukum semula bisa sala diganti'oleh orang atau opihak lain
yan: juga ingin mendampingi klien itu cdalam perkara tercebut. Maka tim
bullah keraguan mana sebetulnya yang akan mendampingi seorang klien
dalam perkara tersebut berdasarkan pevetapan dana cuma-cuma darl peme-

rintzh.

Sesuai dengan dana yang ditetapkan dari pemerintah sebagai imbalan
jerih payah seorang penasehat hukum dalam hal pencairannya juga scdixit
benyak menimbulkan masalah ,kzrena menurut przkteknya dana baru canat
dicairkan setelah kesimpulan vperkara dibuat.

Bertitik tolak dari keadaan yang demikianlah perlu dilzkukan mnene-
litian ini gune mendapatkan data dan kenyatlaan yang sesungguhnya hing-

ga davat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2). Monografi Kodya Dati II Padang, BAPFEDA Kodya Padang,.tz2hunif90
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BAB. III
I

| :
HASTL DENELITIAN DAN PENEMNUAN

1. Pelzksanaan Pemberian Zantuer Hukum Talam Perkarz Pidana 2

di Penfadilan Megeri Padan:.

Jiva @iiihat peleksanaan pemherian Bantuan :fukun dalam perkera Dpi

dane di Tengadilan: Negeri Padang neda prinsiphya tidekx jauh berteda _

e}
M
5]

(o]

on ketentuan beracara dalam ¥itab Undang -Undang Hukum Acare Fida-
na { UU 0.8 tzhun 1981 ).

Demberisn —antusn Hukum &i Pengadilan egeri Fadang dapatl kite
bagi kedalam tige cara yakni :

. Dicari dan dipilih sendiri oleh tersangka

3.

~_

2tau terdakwarPena-

sehat Fukum yang akan membantunya.
2). Pemerintsh menyediaken :enasehat Hukum.
3). Penasehat Hﬁkum sendiri yang menceri dan menawarken jesanya
kepada masyarakat yang membatuhkan.7>
2d.1). Tersangka atau terdakwa mencari dan memilih sendiri Penesehat -
Hukum yang akan membantunya menurut kesukaannya sendiri ( pasal 55
KUBAP ).
Hal ini sesuai dengan prinsip <entuan hukum tersebut yekni metu
pakan hek bagi tersangka ateu terdakwa ( Pasal 35 UU ¥0.14 Tahun 1970,
pasal 54 FUHAP ) .
Yemudian dikustkan legi dengen pasal 36 T NC.14 ‘zhun 1370 yang me-
nyatakan bzhwz" Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak
szat dilakukan penangkapan dan atau penzhanan berhak menghubungi dan

mn
meminta bantuan Penasehat Hukum.

Bzlini dianggap penting kerena ia wajib diberi perlindungan se-
wajarnya . Kemudian sesuai dengen sila Drikemanusizan meka seorang ter
tertuduh harus diperlakuken sesuzi dengan harkat dan mertabainya se -
bagai menusia dan selama belum terbukti kesalahannya herus dienggap

tida¥ bersalah { paszl 8 UU §0.8 Tzhun1981 ).

7). Hasil wawancara dengan Xetua L¥XBH TRISULA cabang Padang,dan bebe -

Tapaz Orang pengacara praktek yang ditemui di PN.Padang ,25 Medi s 4
1 Juni 1991.



BAB, IV

PENTDTTUY

Daeri uraian hasil penelitian tentang "
;mberdizn Bantuan Hukum D=lam Perkara Pidana Di

" dapatlah diterik beberapz kesimpulan dan

1). Mzsalah nroses dan pelaksanann pemberian

dilan negeri Padang adalah dengan caTra

2. Terasangk
sehat Fukumnya yang akan membantunya
diri ( Pasal 55 XUHAP ).
b. Pejabat yang bersangkutian dalam semuz tingkat

penyidik, jakxsa dan ha

um bagi terssngka ata

1

e

5 tahun atau lebih )

/
§ Yl

pasal 56 KB

T G

AP

Zerdasarkzn pengematan dua bentik proses
dilen Negeri
ta golongxan
c. Fenasehat

nginya

nasalan dana ( biaya ) memegang neranan yang utama,k

2 2tau terdakwa mencari dan memilih sendiri Penase

M
)

K

Drpses dan Pelaksanaan

Pengadilan Negeri Pa-

saran -saran sebagal

Fantian Hukum 4i.“ensa-

menurut kesukeannyea sen—

vim )} wajib menyediakan Fenasenat

indzk pidana ysng diancam hukuman mati,nidana

binh atzu bagi mereka yang tidak mampu der d

.

car melaksanaan pemperia

paknya tidek bisa dimuwr

memputuhkan tenaga ,wakiu dan

Jadi dsngan arti kata dantuan hukum yang
14y boleh dikatakan tidak ada lagi,nelin
jasz bagi seorang penasehatl hwoum.

nemerirsaan

+erdakwa 2pabila ia didakwa melakukan

lantTa

=]

vang di

i1

e BT
Zalivuan

renanam-

~ciri bahwa seiian keriatan apalagl yeng

pemiviran selalu memerlukan uang.

dikatakan cuma-cuma
g kurang ada imbalan J<
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. . <
3). Jumlah perkara pidana yang mendapat dana bantuan dari ngner

tah setizp tahunya acd

H

pagiannya ditetapkan sendiri olsh peme intah melalui Kanwil

4]

Yenakiman dan berdasarkan laporan juml

31

alah 3 sampal dengzn 5 nerkara yeng pem-

h pmerkara picana vang

nasuk ke Zengadilan tersehut tian tahun. dal ini adalah untuk

menshindari ‘agar jangan nan*ik pada suatu pengadilan ysng da

nanya ada tetapi nerkara tidak ada ,lalu bagainana dane 1tu

hisa dicairkan disamping mena acda Dpenszd ilan negeri Fang per-

¥vzrz pidana banyak masuk dan membutuhkan -dana untukx nena“eha

hukum tetapi dana tak cukup.

4Y. D,lam perkara pidana ,3;ntuar Frkun 1tu kebanyakan baru bisa

3

wan pada pemeriksaan pendahuluan sedik%it sekali,sehingsa fun
g

si Bantuan Hpkum itu belum tanpak dalam masyarakat.

5). ¥asih ada masyarakat yang mengangzap “ontuan Hukum itu akan
mempersulit mereka saja atau memperlambat jalannya sidang,
sehingga ada yang tidak mau didampingi penasehat huxum.
Seirama deng ity masih ada kelihatan pandangan yang tidak

baik atau kurang senang dari anarat penecax hukum jika setu-

ksanakan dalam itingket vemeriksaan di Ten adilan ,sedang

ah perkara yang mereka tan:anl didampingi oleh perasehat hukum

vercka seakan-zkan mengartikan DeEnas ehat hukum itu lawamnva.

rbl

Tetani sebalilnya . ukanleh demikian karena kehadiran seoar
Tenasenat hukum bukanlah bertujuan menvatakan klien yar

ng
salz menjadi tidak bersalah ,me ainkan mereka haruslah dipe

H

ber-

laluran sesual dengan peraturan ( Undang-Tndang) tenteng xe-

+

salanan tersebut.¥ingga pada zkhnirmva bisa membantu Harim dalam
g I

moailt

TIETL] ja tuhkan Db.? 1Sarll .

‘Saran- saran

1). Dalam melakukan nisinya sebagzi pemberi bantuan hukum hendak

nya seorang nengesehat hukum itu hendaklah bersikap jujur,ik-

tikat baik dan penuh dedikasi terutama bagi masyarakat yang

(

kurang mampu janganlah memper] ihatkan materinya semata.

R e
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4.

5)

-

Legar funsi Bontuan Hukum itu dalam perkerz pidana depet di-
lihat hendaklah B_ntuan Fukum pade mrsyzrakat yeng ticek mam-

pu itu juge diberikan di tingkat penyidikan ,persidangan,’ =

-
banding den kesasi. J.di jangan di Tingkat persidangan Beriga-

¢ilen negeri szja.

Loar adanya keserageman nroses dan pelaksanaen pemberien +4n

- 2

tuan Sukum di Pernigadilen negeri Tadang itu hendeklah dicip -
tzkan suatunerziuran ztau renegesan de~i L,adin Xergas samz

dengan ketuz pengadilar negeri bagaimena kesatuan pandancen

mereka beracarz. Herena selema ini permzh kite denger antara
sesama penasehat hukum saling tuding menuding dan jelek men-
elekk ztu =sama lzin Frs bty nesveraket
JELlEKKEN SzTu Bamd Jlelini. £¥ibainyeae hDasyclaXzi

terhadap mereka.

LT pemerinizh mempertimbangkan kembeli berapa besernya
suatu dana prodeo untuk setu perkara midana yang bisz dite -
rima oleh seorang venzsehat hukum aztau lebih,apalagi perka -

ranye lazbih berat dan memerluken saksi yens beanyesk sehingez

)]

idang agak leme sampai putusannya.Karenanya xalau cepat ju-
n
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Lgar vuiusan yang dizmbil oleh hearim ter™adep suetu perkera
itn beiuwl-betul didasarkan atas keadilan meka Yepada parani-
neganinvae denat menahan ciri, ja

- —

nga mempéngeruhi dengan jelean spapun. Dan kelw davat mulal

W
=}
m
b

c
]
f
;o
i
ol
FJ
'
M
)
(@]
m
)
ct
wn
m
n
P
m
'..l
.,
1]
rJ
il
i)
'}
Ei

1tor,sebab

sieng hari ,enzlagi kzlsu tersangke ( menasehat Hukumnyes
saksi,fan penegak hukm sendiri s:ie¥ pagi hari sudeh delang
regl hHerii Unitul menghinda evurongan tenegs hziim menvl —

i
harim séesuail dengan jadwal tertentu. Jadi perkarz tida

tabrzkan padz jem veng szme.
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